
Menimbang :a bahwa sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun,
perlu ditetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati yang
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 01
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun 2016-2021;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
ten tang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Republik IndonesiaTambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tentang Pembentukan
Kabupaten KonaweKepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013
Nomor 84 Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5415



Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten KonaweKepulauan .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe

Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan: PERATURANBUPATI TENTANGRENCANASTRATEGIS
SATUANKERJA PERANGAT DAERAH KABUPATEN
KONAWEKEPULAUANTAHUN2016-2021

MEMUTUSKAN

12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 01Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016
Nomor 002);



BABI :PENDAHULUAN
BABII : GAMBARANPELAYANANSKPD
BABIII : ISU-ISUSTRATEGISBERDASARKANTUGASDAN

FUNGSI
BABIV : VISI,MISI,TUJUAN,SASARANDANKEBIJAKAN
BABV : RENCANAPROGRAMDANKEGIATAN,INDIKATOR

KINERJA,KELOMPOKSASARNDANPENDANAAN
INDIKATIF

(1)Renstra SKPDdisusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABIII
SISTEMATIKARENSTRASKPD

Pasal3

(1) Renstra SKPD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari
RPJMDTahun 2016-2021.

(2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman SKPDdalam penyusunan Renja SKPD.

BABII

KEDUDUKANRENSTRASKPD I

Pasal2

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

5. Rencana Jangka Panjang Daerah selanjutnya disebut RPJPD adalah
Perencanaan Daerah untuk periode20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode 5 (lima)tahun.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD
untuk 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah
dokumen rencana yang memuat program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan,
dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Be1anjaDaerah
Kabupaten KonaweKepulauan.

• •
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundanganPeraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BABIV

KETENTUANPENUTUP

Pasal4

(2) lsi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI : INDlKATOR KINERJA SKPDYANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARANRPJMD

BAB VII : PENUTUP
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